
 

 

 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BONDOWOSO 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO 

NOMOR 10 TAHUN 2025 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI 

DAN INFORMASI HUKUM  DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BONDOWOSO 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 

(4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 

Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Bondowoso tentang Pembentukan Tim Pembina dan 

Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bondowoso; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 



 

 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahunn2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan UmumKabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 



 

 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 

2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799); 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi 

Pemilihan Umum; 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 
 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  

 

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BONDOWOSO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA 

DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO. 

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini 

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU bertugas: 

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan 

pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Mojokerto; 

b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar 





 

 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BONDOWOSO 

NOMOR 10 TAHUN 2025         

TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM  DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BONDOWOSO 

 

 

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO 

1. Susunan Organisasi 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1. Sudaedi Ketua KPU Kabupaten 

Bondowoso 

Ketua Pembina  

2. Mohamad Makhsun Anggota KPU Kabupaten 

Bondowoso 

Pembina  

3. Imroatul Husnah Anggota KPU Kabupaten 

Bondowoso 

Pembina  

4. Abu Sofyan Anggota KPU Kabupaten 

Bondowoso 

Pembina  

5. Moh. Andri Yulianto Anggota KPU Kabupaten 

Bondowoso 

Pembina  

6. Toidin Sekretaris KPU 

Kabupaten Bondowoso 

Pembina  

 

 

 

 



 

 

2. Bagan Organisasi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua 
Pembina

Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina



 

 

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 

LINGKUNGAN  KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO 

1. Susunan Organisasi 

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1. Moh. Ilyas Purwo 

Agomo 

Kasubbag Teknis 

Penyelengaraan Pemilu 

dan Hukum 

Pimpinan Redaksi 

2. Andry Puguh 

Hardianto 

Pelaksana Pada 

Subbagian Teknis dan 

Hukum 

Pelaksana Jaringan 

3. Firlia Dwi Cahya R Pelaksana Pada 

Subbagian Teknis dan 

Hukum 

Pelaksana Desain 

Grafis dan Berita 

4. Diah Ayu Wulandari Pelaksana Pada 

Subbagian Teknis dan 

Hukum 

Redaksi Produk 

Hukum dan 

Pelaksana Redaksi 

5. Rohimatul Hasanah Pelaksana Pada 

Subbagian Teknis dan 

Hukum 

Redaksi Produk 

Hukum dan 

Pelaksana Redaksi 

6. Mulyadi Pelaksana Pada 

Subbagian Teknis dan 

Hukum 

Pelaksana Sarana 

dan Prasarana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




